WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN w
KABUPATEN PESISIR SELATAN W ‘J

NOMOR : 140/0}/KPTS/WN-SS/2023 o

TENTANG i AR
PENGANGKATAN OPERATOR sma-m* 4

DI NAGARI EAGI‘J EALIDQ

‘ar rr‘ | } '.'H : 1,
MTM v JURAI KABUPAT“ m r _ '._ 'r"l-;-l:h 1 .J-"P“ *1 Irf .

Menimbang : a. Bahwa dalam kelancaran pelaksan&a.n
Informasi Kesejahteraan Sosial Next Gmmam;m:
dengan ketentuan dan peraturan yang
adanya operator SIKS-NG;

i T nd

b. Bahwa untuk memenuhi maksud pamt d:ai u
Keputusan Wali Nagari; ALY

Mengingat : 1.

Nomor 32 Tahuxa 2904 ter _j ng Pemerint ahan Daerah:

-'-4: i-u

-‘h .é

- II‘.u- H“;..-H

3, | . .- ﬂ‘j'in ”?LH;“'&QF‘*LIT&IIE
- ik \a- "3
aran wﬁ“ ublik

.I'E'I-
l"|

Scanned by TapScanner



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa; ( Berita Negara Republik Indonesia Tﬂhun
2018 Nomor (611);

5. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Pen@unaan Dana
Desa Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik-
Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan )
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967),

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir |
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggam
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5256);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495); ;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri
Tambahan Lembamn Negara Repubhk
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Kesejahteraan Sosial (Lembaran N egara Re sﬂ lik In ,_g;r nesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan Lembaran Nega Rﬁ """ lik Indonesia Nomo:
5294);

12. Peraturan Pemerintah Nﬂmdtf' '.I.‘BQL Tahun
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan TﬁTu
Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, T
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Peraturan _Pc-enntah Nomor 101 Tahun 20 12 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Keaehatan egara
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